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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya tingkat partisipasi politik
masyarakat di Kabupaten Trenggalek pada Pilkada serentak tahun 2015-2024.
Penyelenggaraan Pilkada serentak tidak hanya bergantung pada keberadaan
regulasi, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya dalam mendorong partisipasi
politik masyarakat. Meskipun KPUD Trenggalek telah melaksanakan berbagai
program seperti sosialisasi, pendidikan pemilih, pemutakhiran DPT dan pelayanan
kepemiluan, tingkat partisipasi politik masyarakat belum mencapai target yang
ditetapkan oleh KPUD Trenggalek. Partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2015
sebesar 67,93%, tahun 2020 turun menjadi 67,90%, dan penurunan paling tinggi
terjadi di tahun 2024 yaitu 62,51%, disertai dengan meningkatnya jumlah surat
suara tidak sah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab rumusan
permasalahan yaitu bagaimana regulasi KPUD Trenggalek dalam perspektif
efektivitas hukum? bagaimana metode sosialisasi menggunakan ledang dalam teori
Transmisi-Informasi? dan bagaimana kinerja KPUD Trenggalek dalam perspektif
Islamic Good Governance?

Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-
undangan dan sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder
dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.
Analisis data secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian dan
penarikan kesimpulan. Cek keabsahan data dengan cara triangulasi. Penelitian ini
menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, teori transmisi-
informasi, konsep partisipasi politik masyarakat dan Islamic good governance.

Hasil penelitian mencakup 3 (tiga) kesimpulan. Temuan pertama ialah
dalam bahwa regulasi yang dilaksanakan oleh KPUD Trenggalek dalam perspektif
efektivitas hukum pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,
namun belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan partisipasi politik
masyarakat karena,dipenganuhi oleh dinamika yperubahan regulasi, pelaksanaan
oleh Badan Adhoc, keterbatasan sarana _dan prasarana,. kesadaran politik
masyarakat serta budaya hukum masyarakat. Temuan kedua, metode sosialisasi
menggunakan-ledang ‘telah’ berfungsi® sebagai” sarana penyampaian informasi
kepemiluan, namun keberhasilan penyampaian informasi mengalami gangguan
sehingga masyarakat tidak menerima informasi secara utuh. Temuan ketiga, kinerja
KPUD Trenggalek dalam perspektif Islamic good governance telah mengarah pada
prinsip syura, amanah, keadilan, maslahah dan orientasi ke hari depan, tetapi
pelaksanaanya belum optimal karena manfaat program belum sepenuhnya
dirasakan masyarakat dan partisipasi politik belum meningkat.

Kata Kunci: KPUD Trenggalek, Ledang, Partisipasi Politik Masyarakat,
Efektivitas Hukum, Islamic Good Governance.



ABSTRACT

This study was motivated by the declining level of political participation
among the people of Trenggalek Regency in the simultaneous regional elections
(Pilkada) during the 2015-2024 period. The implementation of simultaneous
regional elections depends not only on the existence of regulations but also on the
effectiveness of their implementation in encouraging public political participation.
Although KPUD Trenggalek has implemented various programs, such as voter
socialization, voter education, voter list updating, and electoral services, the level
of political participation has not yet reached the target set by the institution. Voter
participation in the 2015 regional election reached 67.93%, slightly declined to
67.90% in 2020, and experienced its most significant decrease in 2024 at 62.51%,
accompanied by an increase in the number of invalid ballots. Therefore, this study
seeks to answer the following research questions: How are the regulations
implemented by KPUD Trenggalek viewed from the perspective of legal
effectiveness? How is the Ledang socialization method analyzed through
Information Transmission Theory? And how is the performance of KPUD
Trenggalek viewed from the perspective of Islamic Good Governance?

This research is an empirical-juridical study employing statutory and
sociological approaches. The data consist of primary and secondary sources
collected through observation, interviews, and documentation. The data were
analyzed descriptively using a qualitative approach through the stages of data
reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was ensured
through triangulation. This study applies Soerjono Soekanto’s Theory of Legal
Effectiveness, Information Transmission Theory, the concept of political
participation, and Islamic Good Governance as the analytical frameworks.

The findings consist of three main conclusions. First, the regulations
implemented by KPUD Trenggalek, when viewed from the perspective of legal
effectiveness, have generally been carried out in accordance with applicable legal
provisions; however,they chave mot been fully, effectivevin increasing political
participation due_to regulatory, changes, the performance. of ad hoc electoral
bodies, limitations in facilities and infrastructure, public political awareness, and
legal culture."Second, the Ledang socialization method has functioned as a medium
for disseminating electoral information; howeyer, disruptions.in the communication
process have prevented the public from receiving information comprehensively.
Third, the performance of KPUD Trenggalek from the perspective of Islamic Good
Governance has reflected the principles of shura, amanah, justice, maslahah, and
future orientation, although its implementation has not yet been optimal because
the benefits of several programs have not been fully experienced by the community
and political participation has not significantly increased.

Keywords: KPUD Trenggalek, Ledang, Political Participation, Legal
Effectiveness, Islamic Good Governance.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam
penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997
dan 0543b/U/1987 tanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
’ Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ B be
= Ta’ Ul te
= Sa’ S es (dengan titik di atas)
d Jim J je
d Ha’ H ha (dengan titik dibawah)
c Kha’ Kh ka dan ha
> Dal D de
5 Zal Z Z (dengan titik di atas)
5 Ra’ R er
5 Zai 2 zet
o Sin S es
o Syin Sy es dan ye
P Sad S es (dengan titik di
bawah)
e Dad D de (dengan titik di
bawah)
v Ta T te (dengan titik di bawah)
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. 74 z zet (dengan titik di
bawah)
¢ ‘Ain ¢ Koma terbalik di atas
¢ Gain G ge
< Fa’ F ef
° Qaf Q qi
3 Kaf K ka
J Lam o ‘el
¢ Mim M ‘em
© Nun N ‘en
3 Waw W w
» Ha’ H ha
s Hamzah ¢ apostrof
¢ Ya’ N ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap
A ditulis Sunnah
ie ditulis ‘Ullah
C. Ta’ Marbiitah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis dengan /
sl ditulis al-Ma’idah
43l ditulis Islamiyyah
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(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa

Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal

aslinya).

2. Bila ta’ marbutah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan 4

el 45 laa ditulis Mugqgaranah al-Mazahib
D. Vokal Pendek
1 - fathah ditulis a
2 . kasrah ditulis 1
3 > dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
1 fathah + alif ditulis a
Ol ditulis Istihsan
2 fathah + ya’ mati ditulis a
i ditulis Unsa
3 Kasrah + ya’ mati ditulis 1
(Hhslall ditulis al-‘Alwani
4 Dammah + wau mati ditulis il
asle ditulis ‘Uliim
F. Vokal Rangkap
1 fathah + ya’ mati ditulis ai
ah e ditulis Gairihim




-

Js

2 fathah + wawu mati

ditulis
ditulis

au

Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
i oSS Al ditulis la’in syakartum
H. Kata Sandang Alif+Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyyah
Ol Al ditulis Al-Qur’an
bl ditulis al-qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf'l (el) nya.

Al ) ditulis ar-Risalah
e luall ditulis ar-Risalah
I.  Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat.
Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya
il Jal ditulis Ahl ar-Ra’yi
L) Jal ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu mekanisme
demokrasi di tingkat lokal yang berfungsi dalam menentukan arah pembangunan
daerah dan legitimasi kepemimpinan lokal. Sejak dilaksanakannya Pilkada serentak
secara bertahap mulai tahun 2015 menggantikan pola Pilkada sebelumnya yang
terpisah-pisah, penyelenggaraan Pilkada bukan hanya sebatas pergantian pemimpin
daerah, tetapi menjadi bukti nyata bahwa negara telah menyediakan ruang
berpartisipasi bagi masyarakat untuk memilih pemimpin di daerahnya sesuai hati
nuraninya, yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sekali. Pilkada serentak
merupakan upaya untuk mewujudkan local accountability, political equality and
local responsiveness hal tersebut sangat erat dengan partisipasi politik masyarakat.

Negara yang demokratis seharusnya memiliki partisipasi politik yang
tinggi.! Tingginya partisipasi menandakan terwujudnya Pilkada yang demokratis
dan sesuai prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana di dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD
1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dandilaksanakan enurut
undang-undang dasar”. Sehingga penyelenggaraan Pilkada serentak harus mampu

memfasilitasi pemenuhan hak konstitusional tersebut secara optimal.?

! Muhammad Choirullah Pulungan, Mudiyati Rahmatunnisa, and Ari Ganjar Herdiansah,
“Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada
Pemilu Serentak Tahun 2019,” Politea: Jurnal Politik Islam 3, no. 2 (2020): 252,
https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2439.

2 Roudhotul Uswatun et al., “Persepsi Masyarakat Terhadap Calon Incumbent Study
Pilkada,” Jurnal Sosial Politik Humaniora 1, no. 1 (2024): 2.



Dalam hal ini, keberhasilan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak
terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara Pilkada itu sendiri yaitu
Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD.3 Di Kabupaten
Trenggalek, KPUD memiliki posisi strategis sebagai lembaga penyelenggara
pemilu yang bersifat mandiri dan termasuk lembaga negara yang constitutional
importance®. sehingga harus memastikan proses demokrasi berjalan secara adil,
transparan, akuntabilitas dan partisipatif dengan target tingkat partisipasi pemilih
yang tinggi. Sebagaimana tertuang dalam salah satu misi KPUD Trenggalek yaitu
“meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak”. Tanggung
jawab dan kewenangan KPU merupakan mandat konstitusi dengan mengedepankan
pemilihan yang partisipatif, diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa KPU Kota/Kab bertanggung
jawab terhadap kelancaran penyelenggaraan Pilkada, termasuk dalam
meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Peraturan PKPU Nomor 9 Tahun 2022
lebih lanjut.mengatur mekanisme teknis,dalam meningkatkan partisipasi politik
masyarakat melalui sosialisasi, pendidikan pemilih.dan penyédiaan fasilitas pemilu
agar seluruh warga dapat menggunakan hak pilihnya.

Jika dilihat dari perspektif Islamic good governance, penyelenggara pemilu

idealnya mengedepankan nilai-nilai Islam seperti syura, maslahah, keadilan,

3 N Noviyati, and H. M. Yasin, "Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam
Meningkatkan Partisipasi Pemilih", AL-ISHLAH : Jurnal llmiah Hukum, 24, no. 1 (2021): 70.

4 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), him. 23



tanggung jawab, amanah dan orientasi ke hari depan.’ Prinsip-prinsip tersebut
penting untuk memastikan bahwa penyelenggara Pilkada tidak hanya berjalan
secara administratif saja. Kinerja KPU yang menyentuh berbagai aspek harus
berupaya menjamin mulai dari pemukhtakiran DPT, pendidikan pemilih, sosialisasi
yang merata, serta penyediaan fasilitas pemilu yang mudah diakses, sangat
menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi politik yang tinggi
mencerminkan keterlibatan dalam proses demokrasi, sedangkan rendahnya
partisipasi politik sering ditunjukkan dengan sikap golput dalam pemilu.°

Upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam
menggunakn hak pilihnya tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh KPUD
Trenggalek. Namun, realitasnya setiap kali penyelenggaraan Pilkada serentak,
hampir semua daerah selalu dihadapkan pada permasalahan terkait partisipasi
politik masyarakat. Seperti yang terjadi di Kabupaten Trenggalek, secara
keseluruhan berdasarkan data resmi KPUD dan BPS Trenggalek menunjukkan
adanya fluktuasi dan penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat pada
pemilihan, bupati_dan wakilnya yaitu sekitar 5,4% dalam. tiga periode Pilkada
serentak:“Pada“tahun 2015 partisipasi pemilith sejumlah (67,93%), di susul tahun
2020 menjadi (67,90%), dan angka penurunan tertinggi terjadi pada Pilkada

serentak tahun 2024 sebesar (62,51%). Selain itu, peningkatan jumlah surat suara

> Joko Setyono, “Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih :
Teori Pertingkatan Norma),” Jurnal Mugqtasid 6, no. 1 (2015): 36-39.

6 S. Fachrian and Adriadi, “Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam
Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Musi Rawas
Utara,” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP) 12, no. 1 (2023): 2,
https://doi.org/10.33366/jisip.v12i1.2540.



tidak sah dari tahun 2015-2024 juga terus bertambah. Kondisi ini menunjukkan
bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan target KPUD
Trenggalek yang setiap tahunnya menargetkan partisipasi diatas 75%.’

Fenomena menurunnya partisipasi politik masyarakat dalam
menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak di Kabupaten Trenggalek tidak
dapat dipahami semata-mata sebagai rendahnya minat pemilih, melainkan
mengindikasikan adanya persoalan yang lebih kompleks dalam penyelenggaraan
Pilkada serentak di Kabupaten Trenggalek. Dilansir dari antara jatim dan lentera
semarang beberapa indikasi persoalan yang muncul antara lain masinbnbh
ditemukannya permasalahan dalam pemukhtakhiran data pemilih sementara,
seperti terdapat ribuan calon pemilih “siluman” karena data kependudukan ganda,
termasuk ketidaksesuaian antara nomor K TP, NIK dan lainnya.® Menurut Pasal 30
UU No. 10/2016 tentang Pilkada, KPU Kab/Kota bertanggung jawab untuk
menyusun dan memuktakhirkan DPT serta dapat dibantu oleh PPK, PPS, Pantarlih,
KPPS, dan relawan yang dibentuk oleh KPU. Sehingga efektivitas kinerja KPU
dalam memukhtakhirkan “data_ pemilih. sangat penting untuk meningkatkan
partisipasi politik masyarakat.” Kemudian, “kegiatan sosialiasi di Kabupaten
Trenggalek masih dianggap kurang merata dalam menjangkau seluruh lapisan

masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dengan keterbatasan akses geografis

7 Dokumen resmi KPUD Trenggalek; Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek; serta
unggahan Instagram Resmi KPU Kabupaten Trenggalek, diakses 29 September 2025.

8 Antara Jatim, dalam https://jatim.antaranews.com/berita/165398/panwaslu-trenggalek-
temukan-ribuan-data-pemilih-siluman, diakses 28 September 2025.

® Husni Setiawan , “The Urgency of Sustainable Permanent Voters List for the Future of
Indonesian Democracy,” Jurnal Huma Betang Demokrasi 2 (2024): 36.


https://jatim.antaranews.com/berita/165398/panwaslu-trenggalek-temukan-ribuan-data-pemilih-siluman
https://jatim.antaranews.com/berita/165398/panwaslu-trenggalek-temukan-ribuan-data-pemilih-siluman

dan informasi.!® Meski mayoritas masyarakat trenggalek memiliki budaya gotong
royong dan tingkat keterlibatan sosial yang tinggi, tetapi tingkat partisipasi politik
masyarakat tidak selalu sejalan dengan hal tersebut.!!

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dinamika kinerja
KPUD Trenggalek dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai
penyelenggara Pilkada, terkait upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat
dalam setiap penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Trenggalek. Berbagai
persoalan menurunnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada diduga dipicu
oleh belum optimalnya pelaksanaan program sosialiasi, pendidikan pemilih,
pemutakhiran DPT, aksesibilitas atau kemungkinan adanya praktik politik yang
tidak sehat. Selain itu persoalan penurunan partisipasi politik masyarakat juga dapat
dipengaruhi oleh faktor regulasi, penegak hukum, sarana prasarana, kesadaran
politik dan budaya masyarakat.

Untuk itu, persoalan rendahnya partisipasi politik masyarakat
memerlukan penanganan yang tepat. Boleh jadi KPUD Trenggalek perlu
melakukan _inovasi dalam _peningkatan partisipasi .masyarakat. Berdasarkan
kerangka pemikiran tersebut, maka penelitian” ini. dilakukan untuk' menganalisis
mengenai dinamika kinerja KPUD Pada Pilkada serentak tahun 2015-2024 di
Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini berupaya mengkaji efektivitas regulasi yang

dilaksanakan oleh KPUD Trenggalek, pelaksanaan metode sosialisasi

1 Tentera Semarang, dalam, https:/lenteratoday.com/post/item/206985/Bawaslu-

Sosialisasi-KPU-Tak-Efektif-Partisipasi-Pemilih-di-Trenggalek-Merosot, diakses 10 Oktober 2025

" Arga Sevtyan, Wawan Sobari and Hilmy Mocthar., “Perilaku Gumunan: Rasionalitas
Semu Pemilih Jawa (Temuan Awal),” CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4, no. 1 (2018): 110,
https://doi.org/10.24198/ cosmogov. v4il.16224.


https://lenteratoday.com/post/item/206985/Bawaslu-Sosialisasi-KPU-Tak-Efektif-Partisipasi-Pemilih-di-Trenggalek-Merosot
https://lenteratoday.com/post/item/206985/Bawaslu-Sosialisasi-KPU-Tak-Efektif-Partisipasi-Pemilih-di-Trenggalek-Merosot

menggunakan ledang sebagai sarana penyampaian informasi kepemiluan serta
kinerja KPUD Trenggalek dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang
dianalisis melalui perspektif Islamic good governance, untuk memperoleh
gambaran menyeluruh mengenai dinamika kinerja KPUD dan persoalan partisipasi
pemilih dapat diperbaiki sesuai mandat konstitusional agar terciptanya

penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan partisipatif.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan penelitian ini,
yaitu:
. Bagaimana regulasi KPUD Trenggalek dalam perspektif efektivitas hukum?
. Bagaimana metode sosialisasi menggunakan ledang dalam teori Transmisi-
Informasi?

. Bagaimana kinerja KPUD Trenggalek dalam perspektif Islamic Good Governance?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan-di atas, maka dapat

diketahui tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis regulasi KPUD Trenggalek dalam perspektif efektivitas
hukum.
. Untuk menganalis metode sosialisasi menggunakan ledang dalam teori Transmisi-

Informasi.



C.

Untuk menganalis dan mengkritisi kinerja KPUD Trenggalek dalam perspektif
Islamic Good Governance.
Kegunaan Penelitian
Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap ilmu hukum
tata negara, memperkaya literatur mengenai kinerja penyelenggara pemilu dan
partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak, serta menambah kajian
keislaman terkait penerapan prinsip-prinsip Islamic good governance dalam
menilai kinerja lembaga modern seperti KPU.
Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berkonstribusi positif sebagai masukan dan bahan
evaluasi perbaikan kinerja KPU dalam membuat strategi peningkatan partisipasi
pada Pilkada serentak berikutnya. Serta memperbaiki efektivitas pelaksanaan
hukum, memperkuat kolaborasi antara pemerintah dacrah dengan masyarakat serta
dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya yang akan mengkaji tema sejentis.
Telaah Pustaka

Untuk'menunjukkan sifat kebaruan dari penelitian ini;penulis menguraikan
beberapa penelitian terdahulu serta unsur persamaan maupun perbedaan sebagai
berikut:
Pertama, artikel yang ditulis oleh Supranto berjudul “Kinerja KPU

Kabupaten Sintang Dalam Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar pemilih
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018”. Artikel

tersebut membahas mengenai kinerja KPU Kabupaten Sintang dalam pemutakhiran



data dan penyunan daftar pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan barat
tahun 2018, karena terjadinya penurunan data pemilih pada Pilgub 2018. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari DPT yang dihasilkan, kualitas kinerja
KPU Kabupaten Sintang dalam pemukhtakhiran data dan penyusunan daftar
pemilih Pilgub Kalimantan Barat Tahun 2018 sudah cukup baik, namun terkendala
oleh keterbatasan SDM dan kurangnya kesadaran masyarakat.!> Persamaan
penelitian ini yaitu sama-sama menyoroti kinerja KPU sebagai penyelenggara
pemilu. Perbedaaannya pada cakupan waktu dan penelitian tesis ini menekankan
hubungan antara kinerja KPU dan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam
menggunakan hak pilihnya.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Sindhu Nata, Yonathan Palinggi dan
Musmuliadi berjudul “Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai
Kertanegara Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Pada Divisi Perencanaan Data
Dan Informasi”. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana evaluasi
dan kendala kinerja KPU KUKAR pada Pilkada serentak 2020 khususnya pada
Divisi Perencanaan Data Dan Informasi, karena dalam pemilihan umum yang
sering menjadi problem adalah data pemilihanyang tidak terstruktur dengan baik,
dan tidak valid. Hasil penelitian menujukkan evaluasi kinerja KPU kukar untuk

proses pelaksanaan pemukhtakhiran data sudah dilaksanakan cukup baik, informasi

12 Supranto, “Kinerja KPU Kabupaten Sintang Dalam Pemutakhiran Data Dan Penyusunan
Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018,” Jurnal
Indonesia Sosial Teknologi 2, no. 4 (2021): 699.



dll sudah tersampaikan kepada masyarakat.'?

Persamaan penelitian ini yaitu sama-
sama menyoroti kinerja KPU. Perbedaannya yaitu pada cakupan waktu dan divisi
yang akan di wawancara serta kedalaman analisis yang tidak hanya melihat hanya
dari proses pemukhtakhiran data dan informasi saja.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Dedi Mulyadi, dkk berjudul “Evaluation of
the Performance of the General Election Commission Based on the Principles of
the Clean and Good Governance in the 2024 Election”. Bertujuan mengevaluasi
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik oleh KPU dalam
penyelenggaraan pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU belum
sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip good governance dan masih perlu perbaikan.
Meski KPU berupaya memperbarui dan memastikan keakuratan data pemilih,
masalah seperti data pemilih ganda, perbedaan identitas, hingga hilangnya hak pilih
tetap terjadi. Kemudian kendala logistik di daerah terpencil dan money politik
menghambat kualitas penyelenggara pemilu.'* Penelitian ini memiliki kesamaan
yaitu mengkaji kinerja KPU dianalisis berdasarkan good governance.
Perbedaannya penelitian tesis ini menggunakan Islamic good.governance sebuah

metode “yang-ditawarkan ushul" Fikih seperti nilai amanah;-keadilan, maslahah,

syura, kejujuran dan tanggung jawab.

13 Sindhu Nata, Yonathan Palinggi, and Musmuliadi “Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kutai Kertanegara Dalam Pilkada Serentak Tahun 200 Pada Divisi Perencanaan,
Data Dan Informasi.,” Jurnal llmiah Administrasi Publik 1, no. 2 (2022): 74.

14 Dedi Mulyadi et al., “Evaluation of the Performance of the General Election Commission
Based on the Principles of Clean and Good Governance in the 2024 Election,” Indonesian Journal
of Law and Justice 2, no. 2 (2024): 14.
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Keempat, artikel yang ditulis oleh Tulkah Husen dan Tri Susilowati berjudul
“Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah”. Membahas strategi khusus
KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Pada Pilkada 2024, dengan
langkah strategi yaitu formulasi dan target jangka panjang serta pemilihan tindakan.
Hasilnya hambatan yang dialami KPU pada tiap-tiap daerah dalam menerapkan
strategi upaya peningkan partisipasi politik masyarakat yaitu terbatasanya
dukungan anggaran untuk sosialisasi dari pemerintah, kurangnya respon
masyarakat dalam mengikuti sosialisasi, dan keterbatasan personal KPU untuk
menjangkau di wilayah daerah tersebut.'> Persamaan dengan penelitian ini
menyoroti upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada
Pilkada. Perbedaannya pada sumber data sekunder, penelitian ini memakai data
sekunder terbaru yaitu PKPU Nomor 9 Tahun 2022.

Setelah mencermati penelitian terdahulu, disini peneliti menemukan
celah/gap penelitian yang belum terisi sehingga menjadi dasar penting kebaruan
bagi penelitian ini. penelitian terdahulu lebih banyak berfokus.pada satu aspek dan
satu periode ‘seperti pemukhtakhiran data” pemilih, ‘evaluasi internal KPU atau
analisis normatif mengenai strategi peningkatan partisipasi politik, sementara
hampir jarang penelitian yang menghubungkan antara kinerja KPU secara
menyeluruh dengan tingkat partisipasi politik masyarakat pada tiga periode Pilkada

serentak, sehingga penelitian terdahulu belum menangkap tren perubahan

15 Tulkah Husen and Tri Susilowati, “Strategi Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Dalam
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah,” Perkara: Jurnal
1Imu Hukum Dan Politik 1, no. 4 (2023): 113.
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partisipasi masyarakat secara utuh dalam jangka panjang dan khusus menggali
dinamika kinerja KPU di tingkat lokal. kemudian belum ada penelitian yang
mengkaji kinerja KPU baik itu faktor pendukung serta penghambatnya melalui
prinsip-prinsip Islamic good governance seperti syura, amanah, orientasi ke hari
depan, dIl. Sehingga, tesis ini akan mengisi kekosongan tersebut, melalui
pendekatan penelitian yuridis-empiris yang memadukan kajian normatif dengan

hasil data empiris di lapangan.

. Kerangka Teoritik
Teori efektivitas hukum

Efektivitas selalu dikaitkan berdasarkan kesesuaian antara antara hasil yang
diharapkan dengan capaian yang diperoleh. Semakin banyak rencana yang berhasil
diterapkan, maka semakin efektif kegiatan tersebut.'® Efektivitas hukum sendiri
menurut Soerjono Soekanto dapat dipahami sebagai kesesuaian antara ketentuan
yang diatur dalam hukum dan pelaksanannya dalam masyarakat atau tingkat
kemampuan hukum dalam berfungsi dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
Hal ini berarti-suatu hukum dapat dikatakan efektif jika ketentuan yang diatur tidak
hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar diterapkan dalam
praktiknya dan memberikan pengaruh nyata dalam kehidupan masyarakat serta

memiliki dampak hukum yang positif, yaitu ketika hukum mampu mencapai

16 Natalia Aryati, Hanny Purnamasari and Indra Aditya “Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam
Pelayanan Publik Di Desa Kondangjaya,” Moderat: Jurnal llmiah Ilmu Pemerintahan 10, no. 3
(2024): 489.
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tujuannya dalam mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi
tingkah laku yang berhukum. !’

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah
bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu meliputi
faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan
budaya hukum.'® Lima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang erat karena
menjadi inti sekaligus indikator dalam mengukur efektivitas penegakan hukum.
Teori Transmisi-Informasi

Salah satu model awal komunikasi diperkenalkan oleh Claude Shannon dan
Warren Weaver pada tahun 1949 dalam bukunya berjudul The Mathematical Theory
of Communication.”” Teori ini menjelaskan komunikasi sebagai proses
penyampaian informasi dari sumber informasi (source) kepada penerima (receiver)
melalui saluran atau media tertentu (channel). Fokus utama teori ini terletak
bagaimana suatu pesan dapat disampaikan secara efektif dan dipahami serta
diterima dengan baik oleh penerima, tanpa mengalami gangguan yang dapat
mengurangi makna pesan tersebut. oleh Karena itu, kesalahpahaman dapat terjadi

meskipun pesan telah diterima dengan baik secara teknis.?’ Jika hasil yang muncul

17 Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: Ramadja
Karya, 1988), hlm. 80.

18 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 8-9.

19 Zachary S. Sapienza, dkk, The Transmission Model Of Communication: Toward A
Multidisciplinary Explication, (New York: Institute of General Semantics, 2016), hlm. 330.

20 Claude E. Shannon and Warren Weaver, The Mathematical Theory Of Communication,
10 th Printing (Urbana: University Of Illinois Press, 1964), him. 4-5.
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tidak sesuai harapan, teori ini menilai hal tersebut sebagai kegagalan komunikasi
dan menelusuri setiap tahap komunikasi untuk menemukan penyebab
kegagalannya.

Menurut Shannon dan Weaver, komunikasi merupakan proses yang terdiri
dari beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu sumber informasi (information
source), pemancar (transmitter), saluran komunikasi (channel), penerima
(receiver), tujuan (destination) dan gangguan (noise). Sumber informasi berfungsi
menghasilkan pesan yang akan disampaikan, sedangkan transmitter/pemancar
bertugas mengubah pesan menjadi bentuk yang dapat dikirimkan melalui saluran
komunikasi kepada penerima. Setelah pesan dikirim melalui saluran tertentu,
penerima akan menginterpretasikan pesan tersebut sebelum akhirnya akhirnya
sampai kepada tujuan akhir. Namun, dalam proses penyampaian informasi kepada
penerima dapat muncul gangguan, yang menyebabkan pesan tidak diterima secara

utuh oleh penerima.?!

Dalam penelitian ini, sumber informasi adalah KPUD
Trenggalek, informasinya mengenai Pilkada sebagai pesan, media ledang sebagai
saluran komunikasi dan. tujuan penerimanya adalah masyarakat di Kabupaten
Trenggalek sebagai sasaran informasi.
Partisipasi Politik Masyarakat

Slogan demokrasi yang terkenal menurut Abraham Lincoln adalah

“government of the people, by the people, for the people” dan partisipasi menjadi

wujud utama dari slogan tersebut.?? Menurut pandangn Miriam Budiarjo, partisipasi

2 Ibid., hlm. 7.

22 Presiden AS Abraham Lincoln, Pidato Gettysburg, 19 November 1863
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politik menggambarkan keterlibatan aktif seseorang atau kelompok dalam aktivitas
politik, seperti memilih pemimpin secara langsung maupun tidak langsung

).2* Kemudian

memberikan pengaruh pada kebijakan pemerintah (public policy
Ramlan Surbakti membagi partisipasi politik menjadi tiga kategori yaitu partisipasi
aktif misalnya memberikan suara pada pemilu, partisipasi pasif yaitu misalnya
membaca berita atau memantau jalannya Pilkada, dan apatisme (golput).?*

Dalam teori J.S. Mill dan Rosseau partisipasi memiliki fungsi yang jauh
lebih luas dan menjadi pusat dalam pembentukan serta pemeliharaan tatanan politik
yang demokratis. Tatanan demokratis itu dipandang bukan sekadar sebagai
sekumpulan lembaga perwakilan di tingkat nasional, melainkan sebagai apa yang
akan disebut sebagai masyarakat partisipatoris.?> Menurut Verba, Scholzman dan
Brady dalam Rahmawati menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam politik
merupakan jantungnya demokrasi. Indikator partisipasi politik masyarakat
meliputi:2® pemungutan suara, kegiatan dialog politik, kampanye, keikutsertaan
dalam kelompok tertentu, dan komunikasi antara individu dengan pejabat publik.

Pada, negara-negara. yang menganut . sistem demokrasi, umumnya

menganggap semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin baik kualitas

23 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2009), him. 367.

24 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia,
2007), him. 182.

23 Carole pateman, Participation And Democratic Theory, (New York: Cambridge
University Press, 1970), hlm. 21.

26 Rahmawati Halim dan Muhlin Lalongan, Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan
Praktik, cet. ke-1 (Makassar: CV SAH MEDIA, 2016), him. 11.
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demokrasi. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi umumnya dipandang sebagai
pertanda yang kurang baik.?’ Oleh karena itu, sebagian besar negara di dunia
termasuk Indonesia menempatkan partisipasi politik masyarakat menjadi agenda
besar dalam mencapai kematangan demokrasi. Sejumlah faktor yang
mempengaruhi partisipasi politik masyarakat berdasarkan beberapa pakar antara
lain:*® kesadaran politik, status sosial dan ekonomi, kepercayaan politik, apatisme
politik, tingkat melek politik warga, politik uang, informasi dan sosialiasi, serta
profesionalitas penyelenggbara.
Islamic Good governance

Good governance merupakan konsep yang menitikberatkan pada
pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, partisipatif, transparan,
akuntabel dan berkeadilan.?’ Dalam kajian hukum Islam, good governance adalah
gerakan jjtihadi dan berfokus pada pemanfaatan metode yang terdapat dalam ushul
Fikih untuk merumuskan asas-asas hukum Islam dalam menjawab berbagai
persoalan yang muncul di pemerintahan. Konsep good governance dalam Islam
pada dasarnya berakar pada prinsip-prinsip etika pemerintahan.yang bersumber dari
Alqur’an; hadist "serta’ praktik pemerintahan™ pada ‘masa Khulafa al-Rasyidin.
Berbeda dengan konsep good governance modern seperti yang ditekankan oleh

lembaga internasional seperti United Nations Depelopment Program (UNDP).

27 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, hlm. 369.
2 Akhmad Rizal, “Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi Dan Tantangan,”
Indonesian Annual Conference Series 1, no. 1 (2022): 139.

29 Alifah Nur Sulistiawati et al., “Good Governance Dalam Islam : Kepemimpinan Dalam
Islam,” Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik 2, no. 2 (2025): 324.



16

Islamic good governance bukan hanya menyoroti sisi administratif dan
pengelolaan, melainkan juga menyentuh moral, keadilan dan kemashlahatan.

Beberapa ayat yang menunjukkan adanya pembahasan mengenai good
governance dalam ajaran Islam dapat ditemukan dalam Q.S Hud: 61 dan Q.S al-
Haj: 41. Dari kedua surat tersebut terdapat tiga aspek good governance yaitu
spiritual governance, economic governance dan political governance. Untuk
mewujudkan Islamic good governance sebagai upaya maslahah, diperlukan
beberapa nilai. Dengan mengacu pada ayat-ayat Alqur’an dan Sunnah Nabi S.A.W,
terdapat beberapa nilai dasar yang kemudian dirumuskan menjadi asas-asas tata
kelola pemerintahan yang baik, yaitu:*® Syura (musyawarah dan partisipasi),
Maslahah (efisiensi), ‘adl (keadilan), Amanah (akuntabilitas), dan Orientasi ke hari
depan (visi strategis), Al-Ghazali dalam kitabnya 4/-Mungqidz min Al-Dhalal pun
menegaskan, orientasi mereka ke depan harus dibarengi dengan kerja keras, maka
apa yang diharapkan akan tercapai.’!

Dengan demikian, prinsip Islamic good governance dapat menjadi kerangka
untuk menganalisis . bagaimana nilai-nilai. Islam tersebut tercermin dalam
pelaksanaan kinerja KPUD Trenggalek, terutama dalam meningkatkan partisipasi

politik masyarakat pada Pilkada serentak.

. Metode penelitian

30 Joko Setyono, “Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih :
Teori Pertingkatan Norma ).” 36-39.

31 Muhammad Yaufi and Nur Mutiullah, “Al-Ghazali in the Political Ethics and
Governance : An Analytical Studies on Al-Tibbr Al-Masbuk Fi Nasihan Al-Mulk,” Jurnal Pemikiran
Islam 7, no. 2 (2023): 183-208.
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Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu yuridis-empiris atau disebut dengan penelitian
lapangan (Field Reseacrh) yaitu metode penelitian hukum yang digunakan untuk
melihat hukum dalam kenyataannya dan mengkaji cara hukum bekerja di
masyarakat (law in action) bukan hanya sebagai norma atau kaidah semata (law in
books). Peneliti menitikfokuskan pada pengumpulan data empiris di lapangan untuk
menemukan fakta dan data yang dibutuhkan terkait dinamika kinerja KPUD
Trenggalek pada Pilkada serentak tahun 2015-2024, dengan mengkaji kesesuaian
pelaksanaan tugas dan fungsi KPU tersebut berdasarkan UU No. 10/2016 dan
PKPU No. 9/2022.3* Melalui penelitian yuridis-empiris, peneliti menganalisis
bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan oleh KPUD Trenggalek.
Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini
yaitu pendekatan perundang-undangan dan sosiologis.’® Pendekatan perundang-
undangan digunakan untuk menelaah hukum sebagai norma atau das sollen, melalui
bahan hukum terfulis seperti UU_NO. 10/2016 dan PKPU. No. 9/2022 untuk
mengkaji~ kinerjas KPUD Trenggalek™ pada "pilkada” serentak tahun 2015-2024.
Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat hukum sebagai realitas
sosial, karena data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer

yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara.

32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2012), hlm. 126.

33 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.
87-89.
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Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yakni memaparkan data dan fakta

hukum terkait kinerja KPUD Trenggalek pada Pilkada serentak tahun 2015-2024.
Sifat penelitian deskriptif-analitis ini dipilih peneliti karena berusaha
menggambarkan objek sesuai apa adanya.>*
Sumber data
Penelitian yuridis-empiris ini menggunakan dua sumber data yaitu:
Data primer

Data primer ialah data pokok sebagai bukti empiris yang diperoleh langsung
dari hasil wawancara dengan sumber utama yang berkaitan dengan persoalan yang

dikaji yaitu anggota KPUD Trenggalek dan informan lainnya.*’

. Data sekunder

Data sekunder merupakan data relevan yang digunakan untuk memperkuat
analisis yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan dokumen meliputi 3 jenis bahan
hukum yaitu:3¢
. Bahan hukum primer, yaitu_peraturan perundang-undangan.yang terkait dengan
penelitian ini;, meliputi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota.

34 Ronny Kountur, Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Thesis, (Jakarta: PPM,
2005), hal. 15.

35 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 89.

% Ibid., hlm. 90
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
. PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer
meliputi literatur ilmiah, artikel, buku, thesis, teori-teori, data resmi dan dokumen

internal KPU, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tesis ini.

. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini digunakan sebagai penjelas tambahan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder antara lain KBBI, ensiklopedia hukum, berita, media
sosial dan laman resmi KPU dan Bawaslu yang menyediakan data dan informasi
terkini terkait pelaksanaan Pilkada serentak khususnya pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati di Kabupaten Trenggalek.

. Teknik pengumpulan data
Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
Observasi
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif

pasif dengan melakukan observasi langsung di KPUD Trenggalek.’’

. Wawancara

37 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2017), hlm. 227
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Wawancara semi-struktur (semistructure interview) dipilih sebagai teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini. wawancara tersebut tergolong sebagai
kategori in-dept interview, yang dalam pelaksanaanya bertujuan untuk menemukan
permasalahan dan jawaban secara lebih terbuka dengan menanyai pihak-pihak
terkait penelitian yang sedang dilakukan, untuk mendapatkan suatu informasi.*®
Peneliti menyimak dengan seksama, mencatat dan merekam informasi yang
disampaikan oleh narasumber baik secara tatap muka di lokasi penelitian maupun
via telepon jika informan tidak dapat ditemui langsung.** Adapun pihak-pihak yang
akan diwawancara ditentukan secara purposive sampling yaitu:

. Ketua KPUD Trenggalek, divisi keuangan, umum dan logistik (Ibu Istatin Nafiah)
. Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, SDM KPUD
Trenggalek (Bapak Imam Nurhadi)

. Divisi teknis penyelenggaraan KPUD Trenggalek (Bapak Ali Sadad)

. Divisi hukum dan pengawasan KPUD Trenggalek (Bapak Tri Andoko)

. Divisi perencanaan, data, dan informasi (Bapak Mahbubil Umam)

. Bawaslu Trenggalek, divisi parmas dan humas (bapak Imam Maskur)

. Masyarakat setempat yang sesuai dengan tesis ini.

Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi berfungsi sebagai data pelengkap dari
observasi dan wawancara. Peneliti menggunakan dokumen tertulis sebagai sumber

data salinan peraturan perundang-undangan, jumlah partisipasi pemilih di

39 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,
2001), him. 81.
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Trenggalek, foto kegiatan KPUD Trenggalek, rekaman suara dll selama proses

penelitian.

. Teknik analisis data

Data dalam penelitian dianalisis menggunakan teknis analisis deskriptif-
kualitatif yaitu analisis data yang tidak memakai angka tetapi menggambarkan
(deskripsi) secara rinci atas subjek dan objek penelitian melalui kata-kata. Langkah-
langkah analisis data tersebut memakai model Milles dan Huberman sebagai
berikut:*’

Reduksi data: merangkum, menyeleksi dan memfokuskan pada informasi yang
penting dari observasi, wawancara dan dokumentasi, dan membuang data yang
tidak relevan dengan fokus penelitian.

. Penyajian data: data disusun dalam bentuk uraian atau narasi, bagan, tabel maupun
bentuk lain yang sejenis agar lebih mudah dipahami.

Penarikan kesimpulan: pada tahap ini, kesimpulan awal yang diperoleh dalam
penelitian masih bersifat sementara dan memungkinan berubah jika bukti
pendukungnya belum kuat. Namun, apabila kesimpulan pada tahap awal diperkuat
oleh bukti-bukti yang valid (triangulasi sumbet) dan konsisten, maka kesimpulan

awal dapat dianggap kredibel.

. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Trenggalek, yang

beralamat di JI. Trenggalek-Ponorogo, KM. 03, Kranding, Tamanan, Kecamatan

40 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D, hlm 246-253.
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Trenggalek, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih peneliti karena adanya urgensi turunnya
partisipasi politik masyarakat dalam tiga periode Pilkada serentak dan belum
mencapai target KPUD Trenggalek yang diduga dipicu oleh belum meratanya
sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Trenggalek. Kabupaten Trenggalek dipilih
oleh peneliti karena ada hal menarik yang digunakan KPUD dalam sosialisasi yaitu
menggunakan Ledang/Bende sebagai bentuk kearifan lokal dan jarang digunakan
di daerah lain. Lokasi ditentukan secara purposive, sehingga dapat memberikan
gambaran nyata tentang dinamika kinerja KPUD pada Pilkada serentak tahun 2015-

2024 di Kabupaten Trenggalek.

. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk memaparkan mengenai garis besar
dari penelitian ini. sistematika pembahasan tersebut terbagi menjadi lima bab
sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang terdiri dari penjabaran tentang latar
belakang.masalah yang melandasi pentingnya mengkaji kinerja KPUD Trenggalek
dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak 2015-
2024. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab kedua secara umum membahas teori-teori utama yang digunakan
sebagai pisau analisis, meliputi teori efektivitas hukum, teori transmisi-informasi,
partisipasi politik masyarakat, dan Islamic good governance, bab ini menjadi dasar

konseptual untuk menilai kinerja KPU.
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Bab ketiga berupa tinjauan umum tentang kinerja KPUD di Kabupaten
Trenggalek meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan pemaparan data empiris
atau temuan penelitian dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Bab keempat membahas analisis mendalam yang menghubungkan temuan
empiris dengan kerangka teori pada bab dua. Analisis ini mencakup kinerja KPUD
Trenggalek berdasarkan teori efektivitas hukum, teori transmisi-informasi dan
Islamic good governance.

Dan terakhir bab kelima sebagai penutup. Berisi kesimpulan yang
menjawab pertanyaan penelitian ini dengan lebih ringkas dan padat dan disertai

saran.



151

BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilkada serentak di
Kabupaten Trenggalek pada dasarnya telah memberikan pedoman yang
cukup jelas bagi KPUD Trenggalek dalam melaksanakan tahapan pemilihan.
Sosialisasi dan pendidikan pemilih, pemutakhiran data pemilih, serta
berbagai tahapan lainnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, dalam praktiknya pelaksanaan regulasi tersebut belum sepenuhnya
efektif mencapai tujuan yang diharapkan, khususnya dalam mendorong
peningkatan partisipasi politik masyarakat. berbagai kendala masih
ditemukan, mulai dari dinamika perubahan regulasi, pelaksanaan di lapangan
oleh Badan Adhoc, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga rendahnya
kesadaran politik dan budaya hukum masyarakat. oleh karena itu, efektivitas
regulasi Pilkada serentak di Kabupaten Trenggalek tidak hanya ditentukan
oleh kualitas aturan yang berlaku, tetapi juga oleh kesiapan penyelenggara,
kondisi geografis serta respons masyarakat sebagai sasaran dari regulasi

tersebut
2. Metode sosialisasi ledang yang digunakan oleh KPUD Trenggalek berfungsi
sebagai sarana penyampaian informasi kepemiluan kepada masyarakat,
khususnya di wilayah pedesaan. Namun, jika dianalisis menggunakan teori

transmisi-informasi, proses penyampaian informasi melalui ledang terdapat
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gangguan seperti keterbatsan jangkauan suara dan durasi penyampaian
informasi yang terlalu singkat. Sehingga, tidak seluruh informasi yang
disampaikan dapat diterima dan dipahami secara utuh oleh masyarakat.

Kinerja KPUD Trenggalek dalam perspektif Islamic good governance, telah
mengarah pada prinsip-prinsip Islamic good governance Namun, dalam
pelaksanaanya masih terdapat beberapa kekurangan terutama dalam hal
pemerataan informasi, pelayanan kepada pemilih, serta belum maksimalnya
dari upaya atau program yang dilakukan. Sehingga menunjukkan bahwa
prinsip-prinsip tersebut sudah diupayakan, tetapi belum terwujud secara

nyata di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika kinerja KPUD dalam

meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak 2015-2024

peneliti memberikan saran yaitu:

I.

Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek disarankan
meningkatkan sosialisasi. mengenai Pilkada serentak  lebih merata lagi
khususnya ‘di tingkat desa dengan metode yang inovatif berbasis kearifan
lokal, serta meningkatkan kualitas pemutakhiran DPT, pelatihan KPPS,
distribusi formulir C-6, serta fasilitas TPS agar hak politik masyarakat
terpenuhi dengan baik.

Kepada Pemerintah dan Penyelenggara pemilu disarankan membuat
kebijakan bagi masyarakat perantau agar tetap bisa menggunakan hak

pilihnya meskipun tidak bisa pulang kampung saat hari pemungutan suara.



153

3. Kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek disarankan mendukung sarana,
prasarana dan pemerataan jaringan internet untuk menunjang
penyelenggaraan Pilkada serentak, terutama di wilayah dengan akses
geografis sulit.

4. Kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek disarankan meningkatkan
kesadaran politik, aktif berpartisipasi dalam Pilkada, serta menolak praktik
politik uang dalam menentukan pilihan politik.

5. Kepada peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tema yang sama disarankan
mengembangkan penelitian terkait dinamika kinerja KPUD dengan mengkaji
pengaruh media sosial, budaya hukum dan praktik politik uang terhadap
partisipasi masyarakat, serta memperluas objek penelitian pada daerah lain

dengan pendekatan hukum Islam yang lebih mendalam lagi.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADIST

Hlm.

Nomor

Footnote

Keterangan

Terjemahan Ayat

139

39

Q.S Asy-Syura (42): 38

“Dan (bagi) orang-orang yang
menerima (mematuhi) seruan
Tuhannya dan mendirikan salat,
sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarah
antara mereka, dan mereka
menafkahkan sebagian rezeki
yang kami berikan kepada
mereka”.

140

40

Q.S Ali-Imran (3): 159

“...Dan bermusyawarahlah
dengan mereka dalam segala
urusan (penting)...”

143

49

Q.S An-Nisa (4): 58

“sesungguhnya Allah menyuruh
kamu menyampaikan amanah
kepada pemiliknya. Apabila
kamu menetapkan hukum di
antara manusia, hendaklah kamu
tetapkan secara adil.
Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran.yang paling baik
kepadamu. Sesungguhnya Allah
maha mendengar lagi maha
melihat”.

147

57

Q.S Al-Baqarah (2):

185

“...Allah menghendaki
kemudahan bagimu dan tidak
menghendaki kesukaran...”

148

59

HR. Ahmad, no. 6984;

Ibnu Majah, no. 2313

“Dari Abdullah bin ‘Amr, dia
berkata: Rasulullah SAW
bersabda, “Laknat Allah kepada
pemberi suap dan penerima
suap”.




149

62

Q.S Al-Hasyr (59): 18

“Wahai orang-orang yang
beriman, bertakwalah kepada
Allah dan hendaklah setiap orang
memperhatikan apa yang telah
diperbuatnya untuk hari esok
(akhirat). Bertakwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah Maha
teliti terhadap apa yang kamu
kerjakan”.
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INSTRUMEN PENELITIAN
(DAFTAR PERTANYAAN)

Ketua KPUD Trenggalek, Divisi Keuangan, Umum Dan Logistik

Baik buk sebelumnya saya ucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya dan
berkenan untuk saya wawancara pada hari ini. Untuk memulai, boleh saya tau nama
lengkap ibuk serta jabatan dan tugasnya di KPU Kabupaten Trenggalek dalam
penyelenggaraan Pilkada?

Apa tanggung jawab utama divisi keuangan, umum dan logistik dalam Pilkada ser?

. Adakah kendala yang dihadapi KPU saat pertamakali pelaksanaan pilkada serentak

ditahun 2015?

Apa yang membedakan pilkada serentak 2015-2024 dengan pilkada sebelumnya?
Bagaimana koordinasi antar divisi dalam menjalankan program peningkatan
partisipasi?

Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses musyawarah atau sosialisasi?

Bu, misal seperti di daerah saya itu juga mayoritas pekerjaan masyarakat sebagai
petani cengkeh, sawah dan juga ladang. Terkadang ketika hari pemilihan itu masih
ada beberapa masyarakat yang memilih untuk istilahnya macul ke sawah, atau ke
ladang dan kebun daripada datang ke TPS. Kemudian beberapa perantau yg bekerja
di luar kota saat hari Pilkada juga memilih untuk tidak pulang karena
mempertimbangkan biaya. Pertanyaan saya apakah kondisi sosial dan ekonomi
masyarakat, termasuk sektor pekerjaan dan mobilitas perantau, berpengaruh
terhadap tingkat partisipasi pemilih di kabupaten trenggalek bu?

Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban anggaran Pilkada serentak?

Lalu bagaimana untuk mekanisme pengawasan dan pemeriksaan penggunaan
anggaran Pilkadaldilakukan?

Apakahdaporan Keuangan sétiap penyelenggaraan Pilkadaserentak dapat diakses
publik? .dimana?

Mengenai anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih itu berapa
nggih buk? Apakah jumlah anggaran u/ sosialisasi dan pendidikan pemilih pada
Pilkada serentak ada perbedaan mulai tahun 2015, 2020 dan 2024?

Apakah adanya alokasi anggaran tiap penyelenggaraan Pilkada serentak
mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat?

Anggaran yang ada tersebut apakah mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah
di kabupaten trenggalek?

Pembagiannya sendiri disamaratakan atau disesuaikan dengan kondisi wilayah bu?
Mengapa anggaran sosialiasisasi dialokasikan dengan disamaratakan/dibedakan?
Apakah pernah terjadi keterbatasan dana yang mempengaruhi pelaksanaan
program?
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Apakah anggaran yang direncanakan di awal pelaksanaan pilkada dapat terealisasi
sepenuhnya? Jika tidak, apa kendalanya?

Bagaimana mekanisme pelaporan penggunaan anggaran? Per-divisi atau
bagaimana?

Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran Pilkada?
Apa metode sosialisasi yang paling efektif menurut pengalaman KPU?

Siapa sasaran utama sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU?

Bagaimana strategi KPU menjangkau pemilih pemula yang baru pertamakali
mengikuti Pilkada?

Bagaimana partisipasi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan
pemilih pemula? Apakah ada dukungan khusus dari sisi anggaran dan fasilitas?
Apakah KPU Kabupaten Trenggalek menetapkan target persentase partisipasi pada
setiap Pilkada serentak 2015, 2020, dan 20247 Jika terdapat selisih antara target dan
realisasi, apa faktor penyebabnya menurut evaluasi KPU?

Apa kebijakan khusus yang dilakukan saat target partisipasi tidak tercapai?
Apakah terdapat perbedaan program peningkatkan partisipasi masyarakat mulai
tahun 2015-2024 pada penyelenggaraan Pilkada serentak?

Bagaimana KPU melihat perubahan tren tingkat partisipasi masyarakat dalam
menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak mulai tahun 2015, 2020 dan
20247

Menurut evaluasi KPU, apa saja faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi
perubahan tingkat partisipasi politik masyarakat setiap Pilkada serentak mulai tahun
2015-2024? Misal seperti 2020 karena covid dll.

Dari semua faktor yang ibuk sebutkan tadi, menurut ibuk faktor apa yang paling
mempengaruhi tren tingkat partisipasi pemilih mulai tahun 2015-2024?

Apakah penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang berdekatan dengan pemilu
juga menjadi faktor yg menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat buk?
Bagaimana perbandingan tingkat partisipasi antar kecamatan? Apakah terdapat
wilayah dengan partisipasi rendah atau tinggi secara konsisten

Bagaimana mekanisme distribusi logistik'ke seluruh TPS?

Siapa yang bertanggung jawab penuh atas distribusi logistik ke TPS?

Untuk sistem pengawasan distribusi logistik seperti apa?

Kapan biasanya distribusi logistik dilakukan?

Apakah jumlah petugas logistik mencukupi?

Apa ada pelatihan khusus untuk petugas logistik?

Apakah terdapat kendala geografis dalam distribusi logistik, mengingat beberapa
wilayah di kab. Trenggalek ini didominasi oleh dataran ditinggi dengan akses yg
lumayan susah.

Sejauh ini, selain dari akses geografis, adakah kendala teknis yg mungkin dihadapi
dalam distribusi logistik?
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*

Apakah pernah terjadi distribusi logistik yang waktunya sangat terbatas atau
mendekati hari pemungutan suara? Jika ya, apakah hal tersebut berdampak pada
kesiapan TPS dan partisipasi pemilih

Bagaimana dampak kebijakan pembatasan sosial pada Pilkada 2020 terhadap
anggaran, distribusi logistik, dan tingkat partisipasi pemilih.

Apakah fasilitas pendukung seperti kendaraan, Gudang logistik, dan peralatan
sudah memadai?

Apakah jumlah dan lokasi TPS bisa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat
untuk datang ke TPS?

Program apa yang sudah dilakukan agar masyarakat lebih tertarik untuk datang ke
TPS?

Bagaimana tingkat kesadaran politik masyarakat Trenggalek menurut ibuk?
Apakah budaya lokal atau kebiasaan masyarakat memengaruhi minat memilih?
Bagaimana koordinasi KPU dengan Bawaslu, pemerintah daerah dan aparat
keamanan dalam memastikan kelancara Pilkada serentak?

Faktor apa yang paling menghambat efektivitas program peningkatan partisipasi
sejauh ini buk?

Apa langkah, strategi maupun inovasi untuk penyelenggaraan Pilkada serentak
kedepan?

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, SDM

Baik pak sebelumnya saya ucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya dan
berkenan untuk saya wawancara pada hari ini. Untuk memulai, boleh saya tau nama
lengkap bapak serta jabatan dan tugasnya di KPU Kabupaten Trenggalek dalam
penyelenggaraan Pilkada pak?

Program-program sosialisasi yang sudah dilakukan apa saja?

. Apakah ada program sosialisasi yang kurang berdampak terhadap peningkatan

partisipasi masyarakat?

metode sosialisasi yang dipakai setiap penyelenggaraan pilkada serentak seperti
apa?

apakah materi sosialiasi yang diberikan sudah sesuai dg kebutuhan masyarakat?
Apa yang menyebabkan masyarakat tetap tidak mau untuk datang memilih ke TPS
meskipun sudah ada sosialisasi dari KPU?

Dimana sosialisasi lebih sering dilakukan? Dan kapan sosialisasi dilakukan?
Apakah pelaksanaan sosialisasi sudah menyasar semua lapisan masyarakat?

untuk sasaran utama sosialiasi sendiri untuk kelompok yang seperti apa pak?
misalnya gen z, pemilih pemula, lansia atau yg seperti apa? Kelompok mana yang
paling sulit dijangkau pak?

10. Untuk kelompok masyarakat atau desa* terpencil di kabupaten trenggalek itu

bagaimana cara KPU menjangkau sosialisasinya?
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Berapa target untuk partisipasi politik masyarakat yang ditetapkan KPU Trenggalek
dalam setiap penyelenggaraan Pilkada mulai tahun 2015, 2020, dan 2024?
Bagaimana KPU melihat perubahan tren tingkat partisipasi masyarakat dalam
menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak mulai tahun 2015, 2020 dan
2024?

Menurut evaluasi KPU, apa saja faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi
perubahan tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada serentak 2015-2024?
Dari semua faktor yang bapak sebutkan tadi, menurut bapak faktor apa yang paling
mempengaruhi tren tingkat partisipasi pemilih mulai tahun 2015-2024?

apakah terdapat perbedaan tingkat partisipasi antara wilayah yang intensif
sosialisasi dan yang tidak?

Wilayah mana pak di kabupaten trenggalek ini yg partisipasinya paling rendah
dibandingkan yang lain?

Mayoritas suara terbanyak berasal dari generasi apa pak?

Kalau untuk suara paling rendah dari generasi apa? Penyebab gen (...) suaranya
rendah?

Oiya pak, kemarin itu saya membaca SK pilkada serentak tahun 2015, 2020, dan
2024 itu kalau tidak salah jumlah surat suara tidak sah terus bertambah. Menurut
evaluasi KPU, apa yang menyebabkan meningkatnya suara tidak sah pak?

Bapak apakah akses wilayah di kabupaten trenggalek sendiri berpengaruh terhadap
kinerja KPU dalam memberikan sosialisasi, pendidikan pemilih sebagai upaya
untuk meningkatkan partisipasi pemilih? mengingat beberapa wilayah didominasi
dataran tinggi dan akses yg tidak mudah.

Seperti apa strategi yang diterapkan setiap penyelenggaraan Pilkada pak? Apakah
ada perbedaan strategi maupun inovasi pada pilkada serentak 2015, 2020 dan 2024
untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

. Apakah ada inovasi yang berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat?
23.
24,

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban program sosialisasi?

Untuk pendidikan pemilih ini apa saja program-program yang sudah dijalankan dan
sasarannya siapa saja?

Untuk jumlah paslon bupati dan wakilnya yang maju pada pilkada tahun 2015, 2020
dan 2024 ada berapa paslon pak setiap periodenya?

Baik bapak, apakah fenomena paslon tunggal turut mempengaruhi partisipasi
masyarakat untuk datang ke TPS?

Bagaimana cara KPU Trenggalek mengukur tingkat keberhasilan sosialisasi dan
pendidikan pemilih?

Apa faktor pendukung utama kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi politik
masyarakat? dan hambatan atau kendala apa yang paling sering dihadapi baik dari
internal maupun eksternal KPU?

Pak apakah jumlah TPS dan jarak TPS mempengaruhi partisipasi pemilih?

\
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Untuk anggaran dana sudah mencukupi atau belum pak?

Apakah sarana prasarana yang ada sudah memadai untuk menunjang kinerja KPU
dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat?

Bapak, Apakah ketercukupan anggaran dan sarana prasarana berpengaruh terhadap
efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih?

Kalau untuk budaya/karakter masyarakat di trenggalek terkait kesadaran politiknya
seperti apa pak, apakah masyarakat sudah sadar politik?

Sejauh ini, apa tantangan utama KPU dalam upaya meningkatkan kesadaran politik
masyarakat? baik dari sisi internal KPU maupun dari masyarakat?

Apa kegiatan yang dijalankan KPU untuk meningkatkan literasi politik
masyarakat?

Bagaimana respon atau antusias masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi maupun
pendidikan pemilih yang di jalankan oleh kpu?

Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat ini apakah KPU juga bekerja
sama dengan tokoh agama/masyarakat pak?

Apa langkah/strategi maupun inovasi KPU Trenggalek untuk menjaga masyarakat
tetap antusias datang ke TPS atau meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada
pilkada serentak ke depannya?

Oiya pak untuk evaluasi mengenai partisipasi politik masyarakat, biasanya
melibatkan siapa saja pak?

. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Baik pak sebelumnya saya ucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya dan
berkenan untuk saya wawancara pada hari ini. Untuk memulai, boleh saya tau nama
lengkap bapak serta jabatan dan tugasnya di KPU Kabupaten Trenggalek dalam
penyelenggaraan Pilkada pak?

untuk mekanisme penyusunan DPT itu seperti apa pak?

. Apa sistem yang dipakai untuk penyusunan DPT itu pak memakai web atau

aplikasi?

Sistem tersebutpernah erorsatau tidak pak?

apakah ada perbedaan mekanisme penyusunan DPT pada Pilkada serentak 2015,
2020 dan 2024?

Bagaimana tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) pak?

Tujuan coklit tersebut untuk apa pak? Dan adakah syarat tertentu dalam coklit
tersebut?

Untuk koordinasi dengan dukcapilnya itu bagaimana pak?

Apakah ada mekanisme keterbukaan informasi publik yang memudahkan
masyarakat mengakses data pemilu?

Untuk informasi publikasi DPT ini bisa diakses dimana pak?

Apakah ada kendala saat penyusunan DPT di web/aplikasi dan coklit itu pak?

\l
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Dari jumlah DPT yang ada, apakah masih terdapat pemilih yang tidak terdaftar
dalam DPT?

Strategi apa untuk meminimalisir pemilih yang tidak terdaftar?

Selama pelaksanaan pilkada serentak dari 2015-2024 ini apakah pernah ditemukan
data ganda (pemilih siluman) dan tidak valid pak?

Sering terjadi atau tidak pak? Dan bagaimana akurasi DPT ini mempengaruhi
tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih pak?

Bagaimana KPU memastikan tidak ada data ganda dalam daftar pemilih, dan
apakah data ganda berpotensi dimanfaatkan untuk praktik tidak sehat seperti money
politik?

Bagaimana distribusi formulir C6 dari pusat ke pemilih?

Apa tantangan terbesar dalam memastikan semua pemilih menerima formulir C6
tepat waktu?

Apakah distribusi formulir C6 yang tidak merata berpengaruh terhadap tingkat
partisipasi pemilih untuk datang ke TPS?

Bagaimana cara KPU memastikan data pemilih di C6 sesuai dengan DPT yang
sudah ditetapkan?

sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang kinerja KPU Trenggalek
apakah sudah memadai dan mencukupi pak?

Kalau untuk anggaran dana sendiri pak apakah sudah mencukupi?

Apakah menurut bapak hal ini berpengaruh terhadap upaya meningkatkan
partisipasi masyarakat?

Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses musyawarah atau sosialisasi?

Data resmi menunjukkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 sebesar 67% dan
2024 sebesar 62%. Bagaimana Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
memandang perubahan ini pak?

Menurut bapak; faktor apa yang paling mempengaruhi rendahnya partisipasi politik
masyarakat?

Bagaimana budaya/karakter masyarakat trenggalek terhadap Pilkada serentak,
apakah masyarakat sudah sadar politik?

Bagaimana KPUD menjaga amanah dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan
Pilkada?

Apa strategi divisi ini untuk meningkatkan keterbukaan data agar masyarakat lebih
mudah memahami tren partisipasi dan hasil rekapitulasi?

Pernah ada komplain tidak pak dari masyarakat? dan penanganannya seperti apa
jika ada?

Untuk evaluasi dari divisi perencanaan data sendiri seperti apa pak biasanya?
Oiya pak dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT tahun 2024,
saya membaca di website resmi KPU ada tanggapan dari bawaslu terkait saran
perbaikan 50+30, khususnya mengenai jejak administrasi dalam berita acara di

Vil
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kecamatan karangan dan munjungan. Bagaimana KPU menindaklanjuti masukan
tersebut, terutama agar perubahan data dan saran perbaikan bisa tercatat jelas dalam
berita acara?

Divisi Teknis Penyelenggaraan

. Baik pak sebelumnya saya ucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya dan

berkenan untuk saya wawancara pada hari ini. Untuk memulai, boleh saya tau nama
lengkap bapak serta jabatan dan tugasnya di KPU Kabupaten Trenggalek dalam
penyelenggaraan Pilkada serentak pak?

Bagaimana proses perencanaan teknis pilkada serentak di kabupaten trenggalek
tahun 2015, 2020 dan 2024?

Apa saja tahapan teknis yang paling penting dalam penyelenggaraan Pilkada?
Sejauh ini apakah ada kendala distribusi logistik dan letak geografis pada teknis
penyelenggaraan pilkada serentak yang berpengaruh terhadap kinerja KPU?
Apakah pernah ada keterlambatan pengiriman logistik untuk wilayah yg akses
geografisnya sulit pak?

Pak apakah pernah terjadi pemungutan suara ulang? Apa penyebabnya?

Seberapa sering terjadi kendala teknis saat pemungutan suara?

Apakah kendala tersebut berpengaruh terhadap partisipasi pemilih?

Bagaimana kpu mengatasi masalah teknis yang berpotensi mengganggu partisipasi
masyarakat?

. Bagaimana rekrutmen dan pelatihan petugas KPPS dilakukan?
. Apa strategi KPUD untuk memastikan petugas memahami aturan dan prosedur

teknis?

Bagaimana mekanisme penentuan lokasi TPS setiap penyelenggaraan pilkada
serentak?

Apakah penentuan lokasi TPS sudah ' memperhatikan aksesibilitas masyarakat?
Bapak apakah benar perbedaan jumlah TPS dan jarak TPS mempengaruhi
partisipasi masyarakat untuk datang mencoblos ke TPS?

Wilayah mana di kabupaten trenggalek'ini/yg TPS nya secara akses geografi
tergolong susah dijangkau pak?

Faktor apa pak yang membuat masyarakat enggan datang ke TPS?

Apa inovasi yg sudah dilakukan agar masyarakat tertarik untuk datang dan memilih
ke TPS?

Apa saja bentuk sosialisasi teknis yang dilakukan KPU untuk memastikan
masyarakat mengetahui tata cara memilih?

Mengapa meskipun sosialisasi sudah dilakukan, masih banyak masyarakat yang
tidak mengetahui tata cara memilih?

Bagaimana tingkat kesadaran politik masyarakat Trenggalek menurut bapak?
Apakah budaya lokal atau kebiasaan masyarakat memengaruhi minat memilih?
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. Menurut bapak faktor apa yang paling mempengaruhi rendahnya partisipasi

masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya?

Bagaimana kondisi fasilitas pendukung seperti transportasi dan teknologi (situng,
sirekap dll)?

Berarti untuk sarana dan prasarana sendiri sudah bisa dikatakan memenuhi/belum
pak?

Apakah anggaran dana yang tersedia sudah mencukupi?

Bagaimana koordinasi dengan bawaslu, aparat keamanan dan pemerintah dalam
aspek teknis penyelenggaraan?

Bagaimana KPUD mengevaluasi keberhasilan teknis penyelenggaraan pilkada?

Divisi Hukum Dan Pengawasan KPUD Trenggalek

. Baik pak sebelumnya saya ucapkan terimakasih sudah meluangkan waktunya dan

berkenan untuk saya wawancara pada hari ini. Untuk memulai, boleh saya tau nama
lengkap bapak serta jabatan dan tugasnya di KPU Kabupaten Trenggalek dalam
penyelenggaraan Pilkada serentak pak

. Apakah regulasi mengenai penyelanggaraan pilkada serentak mulai tahun 2015-

2024 sudah cukup jelas dan mudah diimplementasikan?

. Apakah terdapat perubahan regulasi atau kebijakan hukum yang signifikan antara

Pilkada 2015, 2020, dan 2024?

Apakah ada kendala aturan teknis atau kebijakan yang menyulitkan kinerja KPUD
di lapangan?

Bagaimana divisi hukum dan pengawasan dalam memastikan setiap tahapan
pilkada serentak tahun 2015-2024 di trenggalek berjalan sesuai regulasi, sehingga
masyarakat merasa percaya dan mau berpartisipasi?

Apa saja bentuk pengawasan internal  yang dilakukan KPU untuk menjaga
transparansi dan_‘pertanggungjawaban (akuntabilitas) "dalam penyelenggaraan
pilkada?

Bagaimana divisi hukum dan pengawasan menindaklanjuti laporan atau masukan
masyarakat terkait proses penyelenggaraan Pilkada?

Apakah selama penyelenggaraan Pilkada serentak terdapat aduan dari masyarakat
terkait tahapan penyelenggaraan?

. Bagaimana mekanisme pengaduan yang dapat dilakukan oleh masyarakat?
10.
11.

Aduan dari masyarakat tersebut biasanya terkait apa pak yang sering terjadi?
Bagaimana evaluasi atau penanganan dari KPU setelah adanya aduan dari
masyarakat? apakah penanganan aduan dipublikasikan kpd masyarakat?
Bagaimana divisi hukum mengukur keberhasilan fungsi pengawasan yang
dilakukan?

Bagaimana KPUD memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pemilu?
Sejauh ini apa saja faktor pendukung dan penghambat kinerja divisi hukum pak?



15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Untuk sarana prasarana yg tersedia apakah sudah memadai pak?

Menurut bapak apakah adanya praktik politik yang tidak sehat seperti money politik
bisa mempengaruhi partisipasi politik masyarakat?

bagaimana tingkat kesadaran politik atau budaya hukum masyarakat Trenggalek
terhadap Pilkada serentak menurut bapak?

Apakah divisi hukum berkoordinasi dengan divisi sosialisasi dalam memberikan
pemahaman hukum kepada masyarakat?

Pak untuk program sosialisasi dan pendidikan pemilih sudah dilakukan oleh KPU,
namun tetap saja masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya,
menurut bapak faktor apa yang paling mempengaruhi rendahnya partisipasi politik
masyarakat baik dari sisi internal KPU maupun masyarakat?

Apakah ada evaluasi dari divisi hukum dan pengawasan mengenai efektivitas
aturan dalam mendorong partisipasi politik masyarakat? siapa yg terlibat?

Apa langkah kedepannya dari divisi hukum dan pengawasan untuk memperkuat
kepatuhan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kpu
sehingga partisipasi masyarakat bisa lebih meningkat lagi?

F. Masyarakat Kabupaten Trenggalek

NN kR W N~

o0

11.

12.

Menggunakan hak piliH
Nama :

Usia

Pekerjaan

Pendidikan

Kec/desa

. Apakah anda mengetahui jadwal Pilkada serentak terakhir?

. Apakah pemilihan kepala daerah tahun sebelumnya anda menggunakan hak pilih?

. Dari mana biasanya anda mengetahui informasi mengenai pilkada serentak?

. Apakah'anda mengetahui visi misi calon bupati yang maju pada pilkada serentak?

. Bagaimana menurut anda tentang pentingnya menggunakan hak memilih?

. Apa alasan utama anda datang ke TPS?

. Adakah kendala yang dihadapi saat hari pemungutan suara di TPS? Jika ada,

kendala apa saja?

. Apakah lokasi TPS di tempat anda mudah dijangkau dan akses jalannya mudah?
. Apakah proses di TPS berjalan secara tertib dan nyaman?
10.

Biasanya anda menerima undangan coblosan H- berapa? Jika menerima diberikan
H- berpa kemarin? pernah telat gak nerimanya?

Apakah anda pernah mengikuti atau melihat kegiatan sosialisasi dari KPU atau
petugas di wilayah sini?

Apakah anda mengetahui program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU atau
petugas di wilayah sini tentang Pilkada misalnya seperti tata cara memilih dsb?

Xi



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

N AE D=

Apakah anda pernah di sosialisasi langsung kerumah?

Jika sudah pernah mengikuti sosialisasi, menurut anda apakah sosialisasi/informasi
yang disampaikan oleh KPU/petugas di daerah sini sudah cukup jelas dan
memahami pentingnya menggunakan hak pilih?

Jika dibanding tahun sebelumnya apakah terdapat perbedaan sosialisasi, jika anda
pernah mengikutinya?

Menurut anda, apakah kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
untuk menggunakan hak pilihnya sudah maksimal?

Apakah anda pernah mengakses media sosial KPU atau laman resmi KPU untuk
mendapatkan informasi?

Apakah lingkungan sekitar di di desa anda peduli terhadap Pilkada serentak?
Apakah masyarakat antusias saat hari pemungutan suara?

Jika ada masyarakat disekitar anda yg tidak datang ke TPS, menurut anda apa yang
menjadi alasan utama masyarakat di sekitar Anda enggan datang ke TPS?

Apakah menurut anda pilkada berpengaruh terhadap kehidupan sehari hari?
Ketika anda menggunakan hak pilih, apakah keluarga atau lingkungan sekitar anda
mempengaruhi keputusan anda dalam menentukan hak pilih? seperti mau memilih
calonnya siapa nanti d11?

Menurut anda, apakah penyelenggara Pilkada sudah jujur dan adil?

Menurut anda, apakah hasil Pilkada benar-benar mencerminkan suara masyarakat?
apakah hasilnya sesuai dengan pilihan masyarakat sekitar sini?

Apa yang sebaiknya dilakukan KPU kedepannya agar masyarakat lebih aktif
berpartisipasi? Apakah perlu sosialisasi lebih sering?

Tidak menggunakan hak pilih

Nama .

Usia

Pekerjaan

Pendidikan

Kec/desa

Memilih/tidak :

Apakah anda mengetahui jadwal Pilkada serentak terakhir?

Apakah pemilihan kepala daerah tahun sebelumnya anda menggunakan hak pilih?
Dari mana biasanya anda mengetahui informasi mengenai pilkada serentak?
Apakah anda mengetahui visi misi calon bupati yang maju pada pilkada serentak?
Bagaimana menurut anda tentang pentingnya menggunakan hak pilih?

Apa alasan anda tidak menggunakan hak pilih?

Apakah anda pernah merasa tidak tertarik atau kurang yakin dengan paslon yang
akan maju pada Pilkada?
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18

20.
21.

Nk wde=aRa

a

Biasanya anda menerima undangan coblosan H- berapa? Jika menerima diberikan
H- berpa kemarin? pernah telat gak nerimanya?

Apakah anda pernah mengikuti atau melihat kegiatan sosialisasi dari KPU atau
petugas di wilayah sini?

Apakah anda mengetahui program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU atau
petugas di wilayah sini tentang Pilkada misalnya seperti tata cara memilih dsb?
Apakah anda pernah di sosialisasi langsung kerumah?

Jika sudah pernah mengikuti sosialisasi, menurut anda apakah sosialisasi/informasi
yang disampaikan oleh KPU/petugas di daerah sini sudah cukup jelas dan
memahami pentingnya menggunakan hak pilih?

Jika dibanding tahun sebelumnya apakah terdapat perbedaan sosialisasi, jika anda
pernah mengikutinya?

Menurut anda, apakah kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
untuk menggunakan hak pilihnya sudah maksimal?

Apakah anda pernah mengakses media sosial KPU atau laman resmi KPU untuk
mendapatkan informasi?

Apakah lingkungan sekitar di di desa anda peduli terhadap Pilkada serentak?

Jika ada masyarakat disekitar anda yg tidak datang ke TPS, menurut anda apa yang
menjadi alasan utama masyarakat di sekitar anda enggan datang ke TPS?

. Apakah menurut anda pilkada berpengaruh terhadap kehidupan sehari hari?
19.

Ketika anda menggunakan hak pilih, apakah keluarga atau lingkungan sekitar anda
mempengaruhi keputusan anda dalam menentukan hak pilih? seperti mau memilih
calonnya siapa nanti d11?

Menurut anda, apakah penyelenggara Pilkada sudah jujur dan adil?

Menurut anda, apakah hasil Pilkada benar-benar mencerminkan suara masyarakat?
apakah hasilnya sesuai dengan pilihan masyarakat sekitar sini?

. Apa yang sebaiknya dilakukan KPU kedepannya agar masyarakat lebih aktif

berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya?

. Pemilih Pemula

Apakah anda mengetahui jadwal Pilkada serentak terakhir?
Apakah pemilihan kepala daerah tahun 2024 kemarin anda menggunakan hak pilih?
Dari mana biasanya mengetahui informasi mengenai pilkada serentak?
Apakah kamu mengetahui visi dan misi calon yang maju?
Bagaimana menurut kamu tentang pentingnya menggunakan hak pilih?
Jika datang ke TPS
Apa alasan utama kamu datang ke TPS?
Adakah kendala yang kamu alami saat hari pemungutan suara? Jika, ada kendala
seperti apa?
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.

Apakah lokasi TPS di tempat kamu mudah dijangkau dan akses jalannya sangat
mudah?

Apakah saat kamu di TPS prosesnya misalnya seperti antriannya tertib dan
nyaman?

Jika tidak datang ke TPS

Apa alasan yang membuat kamu tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada
serentak untuk memilih bupati dan wakilnya kemarin?

Apakah kamu pernah merasa tidak tertarik atau kurang yakin dengan paslon yang
akan maju pada Pilkada?

Kemarin kamu menerima undangan coblosan atau tidak? Jika menerima diberikan
H- berapa kemarin?

Apakah anda pernah mengikuti atau melihat kegiatan sosialisasi dari KPU atau
petugas di wilayah sini?

Apakah kamu mengetahui program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU atau
petugas di wilayah sini tentang Pilkada misalnya tata cara memilih, melipat surat
suara dsb?

Apakah kamu pernah di sosialisasi langsung kerumah atau waktu masih sekolah
dulu di sekolahan?

Menurut kamu, jika pernah di sosialiasi apakah sosialisasi yang disampaikan oleh
KPU atau petugas di wilayah sini sudah cukup jelas dan menarik bagi anak muda
dan memahami tentang pentingnya hak pilih?

Menurut kamu, apakah kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
untuk menggunakan hak pilihnya sudah maksimal?

Apakah kamu pernah mengakses media sosial KPU atau laman resmi KPU untuk
mendapatkan informasi?

Apakah lingkungan sekitar kamu di desa kamu peduli terhadap Pilkada serentak,
kayak misalnya kalau mau ‘ada pemilihan gitu sangat antusias dl1?

Jika ada'masyarakat disekitar kamu nih ygtidak datang ke TPS, menurut kamu apa
yang menjadi alasan utama masyarakat di sekitar Anda enggan datang ke TPS?
Apakah menurut kamu Pilkada berpengaruh pada kehidupan sehari-hari?

Ketika kamu menggunakan hak pilih, apakah keluarga atau lingkungan sekitar
kamu bisa mempengaruhi keputusan kamu untuk memilih atau tidak?

Menurut kamu, apakah penyelenggara Pilkada sudah jujur dan adil?

Menurut kamu, apakah hasil Pilkada benar-benar mewakili suara masyarakat?
Apa yang sebaiknya dilakukan KPU agar lebih banyak anak muda mau
berpartisipasi?

Bawaslu Trenggalek Divisi Partisipasi Masyarakat

Bagaimana pandangan Bapak terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada
serentak 2015, 2020, dan 2024 khususnya dalam pilbub di Kabupaten Trenggalek?
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10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu, bagaimana bawaslu melihat tren penurunan
tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada serentak khususnya dalam pilbub di
kabupaten trenggalek?

Faktor apa yang menurut bapak paling mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi
masyarakat di kabupaten trenggalek dalam menggunakan hak pilihnya?
Bagaimana peran Bawaslu dalam mengawasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan
KPU Kabupaten trenggalek?

. Apakah Bawaslu pernah menemukan kendala atau kekurangan dalam pelaksanaan

sosialisasi oleh KPU?
Menurut evaluasi Bawaslu, apakah metode dan materi sosialisasi KPU sudah
menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

. Apakah terdapat laporan/aduan masyarakat terkait kurangnya informasi atau

minimnya pendidikan pemilih?

Apakah ada aduan lain misalnya seperti terkait pemukhtakhiran data pemilih?
Apakah bawaslu pernah menemukan kesalahan atau masalah dalam
penyelenggaraan pilkada serentak di kabupaten trenggalek?

Oiya pak dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT tahun 2024,
saya membaca di website resmi KPU ada tanggapan dari bawaslu terkait saran
perbaikan 50+30, khususnya mengenai jejak administrasi dalam berita acara di
kecamatan karangan dan munjungan. Apakah kesalahan dalam jejak administrasi
ini bisa memperngaruhi tingkat partisipasi pemilih pak?

Apakah pernah terjadi pelanggaran yang berdampak pada menurunnya partisipasi
masyarakat?

. Apakah terdapat praktik politik yang tidak sehat, seperti adanya money politik yang

kemudian bisa mempengaruhi minat masyarakat kabupaten trenggalek untuk
memilih?

Bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh
Bawaslu?

Apakah faktor geografis mengingat beberapa wilayah di kabupaten memiliki akses
yang tidak mudah' atau 'kondisi sosial ekonomi masyarakat Trenggalek seperti
bekerja mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya?
Apakah Bawaslu menemukan adanya apatisme politik di kalangan masyarakat?
Bagaimana pengawasan bawaslu terkait kesadaran politik masyarakat di kabupaten
trenggalek?

Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu
menurut pengamatan Bawaslu?

Bagaimana koordinasi antara Bawaslu dan KPU dalam upaya meningkatkan
partisipasi masyarakat?

Apakah Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU terkait peningkatan
partisipasi?

XV



20. Apa saja evaluasi Bawaslu terhadap pelaksanaan Pilkada pada pemilihan bupati
terakhir?

21. Menurut Bapak, langkah apa yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat pada Pilkada serentak berikutnya?

22. Apa tantangan terbesar yang perlu dibenahi oleh penyelenggara pemilu di
Kabupaten Trenggalek?
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SURAT IZIN PENELITIAN

'TT;E KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
fgué UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Qi FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JI. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 589621, Faksimli (0274) 586117
‘\Website : hipoisyariah.uin-suka_ac.id

S

s
SLIMAN BALIEALA
YTOGYAKARTA

MNomor : B-217.14/Un02/TS/PP.05.3/02/2026

Sifat : Penting

Lamp. -

Hal : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir
K.epada:

Yih. Ketua Komisi Pemiliban Umum Kabupaten Trenggalek
di Jin. Raya Trenggalek - Ponorogo Km. 03, Kranding, Tamanan, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek., Jawa
Timur {G3474) |

Assalzmualatkem Wr. W
Dengan hormat, dalam rangka pemyusunan naskah Tugas Akhir yang berjudul “INnamika Kinerja Kpu.mf Dalam

Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Seremtak Tahun 20015-2024 0 Kabupaten
Trenggalek. ¥, kami mengharap Bapak/lhn berkenan memberi izin kepada mahasiswa berikue :

Nama  RINAKURMIAWATI

NIk : 24203011019

Semester 04

Program Studi : limu Syariah

Jenjang : Magister

Alamat : DUSUN GUMUNG KEMBAR RT/50 RW/10 DESA TAWING
MUNIUNGAN TRENGGALEK JATIM RT. 50 TAWING

Kontak :DE133 1244768

untuk melakukan penelitian di instansi vang Bapak/lbu plmpin dengmlme‘tnde.'pene]jlian ohservasi, wawancara
dan dokumentasi yang dijadwalkan pada tanggal 19 Febroari 2026 s.d 30 April 2026.

Sebagal bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

L. Proposal Tugas Akhir
£. Foiocopy Karnu Tanda Mahasiswa (X Th)
3. Fotocopy Kanu Rencana Swdi (KRS)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Thu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaibom Wr. Wh.

Sherman

15 Felaiari 2026

an Dekan

Kepald Bagian Tala Usabha
Suelfizal, :‘-;.;\a_.'vl..‘:.l
SIGKRED

699 1d46Td4951p

Diterbitkan melalul Sistem Intormas! Surat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1M
Urituk membuktikan keashan surat, sllakan pindal QR-Code yang tertera dalam surat
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Sifat : Penting

Lamp. .-

Hal ¢ Permphonan Lzin Penelitlan Tugas Akhir
Kepada

Yih. Betua Badan Pengawas Pemiiihan Umum Kabupaten Trenggalek
di JI. Kanjeng Jimat, Santren, Rejowinangun, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Jawa Timur 66317.

Assalamualaivem Wr. Wh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan naskah Tugas Akhir vang berjudul "Dinsmiks Kinerfa KPUD Dalam
Meningkartkan Parvisipasi Polidk Masyarakat Pada Pilkada Seventak Tahun 2005-2024 DN Kabupaten
Tremggalek ", kaml mengharap Bapak/Ibu berkenan memberd zin kepada mahasiswa berikut @

Nama - RINAKLURNIAWATI

NI 2420301 1018

Semester |

Program Studi - [lmu Syarlah

Jenjang . Magksier

Alamat : DUSUN GUMUNG KEMBAR RT/50 RW/0 DESA TAWING
MUNTUNGAN TRENGGALEK JATIM RT. 50 TAWING

Kaontak - (R1331 244768

untuk melakukan penelitan di bestansl vang Bapak/Thu pimpin dengan metods penelltian wawaneara dan
dokumentasi vang dijadwalkan pada tanggal (M Maret 2026 5.d. 1T Maret 2026,

Sehagal bahan pertimbangan bersama inl kamilampirkan ©

1. Proposal Tugas Akhr
2. Fotocopy Far Tanda Mahasiswa (KTM)
3. Fotocopy Karmu Rencana Stud| (KRE)

Drerniklan surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapakdbu kami ucaphkan terima kasih.

Wassalanualaifum We Wh

sleran
(12 Maget 212G
a.n Dekan
Kepata Hagim Tata Useha
Surfrizal, 5 g b.51

" BICNED

Walid ID-6% 327 Ta97 Gcfp

G952 T Ta9 76l

Diterbitkan melaki Sistern Informasi Sweat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mn
Untuk membuktikan keaslian surat, silakan pindai QR-Code yang tertera dalam surat
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Telp. : {0355) 396310 Email : kab_trenggalek@kpu goid

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 69/PLB.01.6-Kt/3503 /2026

Yang bertanda Langan di bawah ini,

Nama NANANG EKO PRASETYO, SE

NIP : 197904262007011002

Pangkat/Gol.Ru : Penata Tk.1/1Il/d

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Trenggalek

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama RINA KURNIAWATI, S.H.

NIM ;23203011019

Program Studi : limu Syariah (Magister)

Fakultas : Syani’ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dosen Pembimbing  : Dr, Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum
NIP. 196502101993532W1

Derdasarkan surat dari Kepala Bagian fata Usaha Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tertanggal 15
Februari 2026, nomor B-217. 14/Un.02/TS/PP 05.3/02/2026, perihal
Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir, bahwa telah selesai melaksanakan
penelitian untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir melalui metode
pencliian observasi, wawancara, don  dokumentasi di Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Trenggalek yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari
2026 sampai dengan 8 April 2026, dengan Judul penelitian Dinamika Kinerja
KPUD da_ y  Meni kan  Partisipasi, Politik Masvaraksu pada Pilkada
SerentakyTahu @IQ— 4/ai wlpatd\ ﬁ&aﬁgﬂ*
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Yang bertanda tangan di bawash imn,
Marma © RUSMAN NURY AN, M.Pd.
Jabatan - Katua Bawaslu Kabupaten Trenggalak
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Marma = RINAKURMIAVATI
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Janjang - Magistar

Lembagallinstansl = Universilas islam Nagen Sunan Kalijaga Yogyakara
Fakultas Syanah dan Hukum
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Lokasl penelitian . Bawaslu Kabupaten Trengoalek

Lamanya “ 14 Marel 2026 s.d. 17 Maret 2006

Bahwa yang bersangkutan lelah selesal maelaksanakan penelitizn di Bawaslu
Fabupatern 'l'mirrs_;galuk, sahubungan dengan manyusun naskah lugas akhir yang
berjudul "Dénarmika F:{irFB'ﬂ'fa KPUD Dalam Maningkatian Parfisipasi Poltik Masyarakal
Pads Pilkads Soferak Taburl 207 512084 Df KEHRal & Trarnggalek”

Dramnikian sural keterangan inedibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan uniuk
dapat dipargunakan }.-éil;;i}q;anl:&ﬁa.:m mestinya. £

Keha Bq.-b;ashq Kabuwpaten Trenggalak,

RUSRMAMN MURYADIM, M.Pd.

Tembuwsan ¥ih.:
1. Ketua Bawash Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.
Dhokesmezi bre tsiah diandsangan secans TTHETE, skt ik
wang dinrhitan seh Bdlel Bosar Sorifles) Ekkrond [BSrE), Badon Sior dan Sond Negora (ESSK.
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Alamat di Yogyakarta : Caturtunggal, Sleman, DI Yogyakarta.

Email : rinakurniawati7878 @gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal

2005 - 2007 : TK Tawing 1

2007 - 2013 : MI Tawing 1

2013 - 2016 : MTsN 3 Trenggalek

2016 - 2019 : MA Nurul Ulum Munjungan

2020 - 2024 : UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
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Yogyakarta, 23 Mei 2026
Hormat saya
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Rinakurniawati, S.H
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